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Abstract. This study aims to analyze the construction of political trust among generation
Z amid political disinformation following the 2024 general election, it’s impact on
political participation, and its contribution to the entrepreneurial vision of generation Z.
this study employs a descriptive qualitative method, with data collected through
interviews and documentation. The research informants consisted of students at
International Women University and lecturers as supporting informants, selected through
purposive sampling. The findings show that political trust among generation Z is
constructed through a process of receiving, interpreting, filtering, and evaluating
political information, particularly information obtained through social media. Political
disinformation can generate doubt and skepticsm toward the government, but it also
encourages some students to become more critical and selective in receiving information.
This condition also affects political participation, both by encouraging critical
angagement and by potentially generating apathy. Furthermore, the ability to verify
information and make fact-based decisions is relevant to the development of an
entrepreneurial mindset. Thus, political trust among generation Z following the 2024
general election tends to be critical, selective, and evaluative.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kepercayaan politik
generasi Z di tengah disinformasi politik pasca Pemilu 2024, dampaknya terhadap
partisipasi politik, serta kontribusinya terhadap visi entrepreneur generasi Z. penelitian
ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui
wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari mahasiswa International
Women University dan dosen sebagai informan pendukung yang dipilih secara purposive.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan politik generasi Z terbentuk emlalui
proses penerimaan, pemaknaan, penyaringan, dan evaluasi terhadap informasi politik,
terutama yang diperoleh melalui media sosial. Disinformasi dapat menimbulkan keraguan
dan skeptisisme terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong sebagian mahasiswa
menjadi lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi. Kondisi tersebut turut
memengaruhi partisipasi politik, baik dalam mendorong keterlibatan yang kritis mapun
menimbulkan kecenderungan apatis. Selain itu, kemampuan memverifikasi informasi dan
mengambil keputusan berdasarkan fakta memiliki relevansi dengan pembentukan
karakter entrepreneur. Dengan demikian, kepercayaan politik generasi Z pasca pemilu
2024 cenderung bersifat kritis, selektif, dan evaluative.
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LATAR BELAKANG

Transformasi ekosistem informasi digital telah mengubah cara masyarakat
memahami politik, membentuk opini, dan mengevaluasi institusi demokrasi. Media sosial
tidak lagi sekadar menjadi medium komunikasi interpersonal, tetapi juga berkembang
sebagai ruang produksi, distribusi, dan negosiasi makna politik. Dalam demokrasi
kontemporer, perkembangan tersebut menghadirkan peluang sekaligus risiko. Di satu sisi,
media sosial memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik dan membuka
ruang partisipasi yang lebih horizontal. Di sisi lain, karakteristiknya yang cepat,
interaktif, dan berbasis algoritma menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
penyebaran misinformasi dan disinformasi. Hunter (2023) menunjukkan bahwa
hubungan antara penggunaan media sosial, disinformasi, dan kualitas demokrasi bersifat
kompleks, bergantung pada intensitas penggunaan, jenis aktivitas, serta karakter
informasi yang beredar. Sementara itu, Mont'Alverne et al. (2024) menemukan bahwa
keyakinan terhadap misinformasi pemilu dapat mengganggu kepercayaan masyarakat
terhadap berita dan institusi elektoral. Dengan demikian, disinformasi politik bukan
hanya persoalan akurasi informasi, melainkan juga persoalan demokrasi yang berpotensi
memengaruhi legitimasi dan kepercayaan politik masyarakat.

Persoalan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan Generasi Z sebagai
kelompok yang tumbuh dalam lingkungan digital. Kedekatan generasi ini dengan
teknologi tidak secara otomatis menjamin kemampuan dalam mengidentifikasi
disinformasi. Fernandez Mufioz et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun Generasi Z
memiliki tingkat paparan media sosial yang tinggi, perhatian terhadap persoalan
disinformasi belum tentu sebanding dengan intensitas penggunaannya. Selanjutnya, van
Zoonen et al. (2024), melalui penelitian terhadap 2.600 responden yang sebagian besar
berasal dari Generasi Z dan Milenial, menemukan bahwa kepercayaan terhadap institusi
dapat meningkatkan keyakinan individu terhadap kemampuannya mendeteksi informasi,
tetapi sekaligus menurunkan motivasi untuk melakukan autentikasi. Temuan ini
memperlihatkan bahwa kepercayaan dan perilaku verifikasi informasi memiliki
hubungan yang kompleks, sehingga penerimaan informasi politik perlu dipahami melalui

proses interpretasi dan evaluasi individu.
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Dalam konteks tersebut, kepercayaan politik (political trust) menjadi aspek
fundamental karena berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap institusi, proses
pemerintahan, dan sistem demokrasi. Devine (2024), melalui meta-analisis terhadap 61
penelitian dengan 329 estimasi dan lebih dari 3,6 juta observasi, menemukan bahwa
kepercayaan politik memiliki hubungan lemah hingga moderat dengan partisipasi
pemilih, pilihan politik, preferensi kebijakan, dan kepatuhan. Sementara itu, Devine dan
Valgardsson (2024), berdasarkan enam studi panel, menunjukkan bahwa kepercayaan
politik dapat berubah sebagai respons terhadap konteks dan pengalaman politik. Artinya,
political trust bukanlah sikap yang sepenuhnya stabil, melainkan hasil evaluasi individu
terhadap informasi, pengalaman, dan kondisi politik yang dihadapinya.

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial atas realitas dari Berger dan
Luckmann sebagai grand theory untuk memahami pembentukan kepercayaan politik.
Teori tersebut menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi,
objektivasi, dan internalisasi. Dalam lingkungan politik digital, proses ini berlangsung
ketika individu menerima informasi, berinteraksi dengan pengguna lain, memberikan
makna terhadap narasi politik, kemudian menginternalisasikannya sebagai pemahaman
mengenai realitas politik. Vukovi¢ dan Carpentier (2023) memperkuat perspektif tersebut
dengan menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang konstruksi realitas politik
melalui interaksi antara aktor politik dan pengikutnya. Oleh karena itu, teori konstruksi
sosial memungkinkan penelitian ini menjelaskan bagaimana kepercayaan politik
Generasi Z terbentuk, dipertahankan, maupun dipertanyakan melalui pengalaman dan
interaksi digital.

Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa hubungan antara media
digital, disinformasi, dan kepercayaan politik tidak selalu bersifat linear. Stachofsky et al.
(2023) menemukan bahwa konsumsi berita dan orientasi politik berkaitan dengan tingkat
kepercayaan terhadap proses pemilu. Mont'Alverne et al. (2024) juga menunjukkan
bahwa konsumsi berita, penggunaan platform digital, dan kepercayaan terhadap berita
berperan dalam membentuk keyakinan terhadap misinformasi elektoral. Namun, Zhang
et al. (2023), melalui penelitian longitudinal terhadap kaum muda di Hong Kong,
menemukan bahwa pengaruh media terhadap political trust relatif terbatas dan seleksi
individu terhadap sumber informasi turut menentukan pembentukan kepercayaan.

Bahkan, Su dan Xiao (2022) menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap institusi
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dapat berinteraksi dengan penggunaan media sosial politik dan diskusi politik sehingga
mendorong keterlibatan kewargaan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa
disinformasi tidak selalu menghasilkan ketidakpercayaan atau apatisme, tetapi dapat
memunculkan respons berupa skeptisisme, verifikasi, keterlibatan kritis, maupun
penarikan diri dari politik.

Dari sisi metodologis, penelitian mengenai political trust dan media digital masih
banyak didominasi pendekatan kuantitatif melalui survei, eksperimen, analisis
longitudinal, dan meta-analisis. Zhang et al. (2023) menggunakan tiga gelombang survei
dan cross-lagged model, sedangkan Su dan Xiao (2022) menguji hubungan penggunaan
media sosial politik, diskusi politik, dan kepercayaan politik. Stachofsky et al. (2023)
menganalisis hubungan konsumsi berita dan preferensi politik dengan kepercayaan
terhadap proses pemilu. Sementara itu, Subekti et al. (2025) melalui pendekatan kualitatif
studi kasus menunjukkan bahwa disinformasi dalam Pemilu Presiden Indonesia 2024
menyebar melalui berbagai platform media sosial berbasis video dan teks serta
menyerang karakter maupun isu politik kandidat. Penelitian Susilo et al. (2024) juga
memperlihatkan peran TikTok dalam membentuk komunikasi politik dan representasi
kandidat pada Pemilu Indonesia 2024.

Dalam konteks Indonesia, Pemilu 2024 menjadi momentum penting yang
mempertemukan tingginya penggunaan media sosial, keterlibatan pemilih muda, dan
intensitas kontestasi narasi politik digital. Setelah pemilu, persoalan yang perlu
diperhatikan bukan hanya keberadaan disinformasi, tetapi juga bagaimana pengalaman
masyarakat dalam menghadapi informasi yang tidak pasti memengaruhi kepercayaan
terhadap pemerintah, aktor politik, dan institusi demokrasi. Mahasiswa International
Women University menjadi kelompok yang relevan untuk dikaji karena merupakan
bagian dari Generasi Z yang intens berinteraksi dengan teknologi digital sekaligus
memiliki posisi sebagai kelompok terdidik. Meskipun demikian, tingkat pendidikan tidak
secara otomatis menjamin kemampuan mengidentifikasi dan memverifikasi seluruh
informasi politik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai
pengalaman subjektif mahasiswa dalam menerima, menafsirkan, menyaring, dan
mengevaluasi informasi politik di media sosial.

Berdasarkan telaah tersebut, research gap penelitian ini terletak pada masih

terbatasnya kajian yang menjelaskan proses konstruksi kepercayaan politik Generasi Z
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setelah Pemilu 2024 melalui pengalaman mereka menghadapi disinformasi politik di
media sosial, khususnya dalam lingkungan mahasiswa Indonesia. Penelitian sebelumnya
cenderung menguji hubungan antara penggunaan media, disinformasi, dan political trust
melalui pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian lainnya lebih banyak menyoroti
literasi digital, preferensi politik, dan partisipasi generasi muda. Dengan demikian,
novelty penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari pengukuran pengaruh
disinformasi terhadap kepercayaan politik menuju pemahaman mengenai proses sosial
dan interpretatif yang menyebabkan kepercayaan politik dikonstruksi, dipertahankan,
dinegosiasikan, atau dipertanyakan oleh Generasi Z dalam lingkungan informasi pasca
Pemilu 2024.

Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan
pendekatan kualitatif dengan mahasiswa International Women University sebagai subjek
penelitian. Kerangka teoritis menempatkan konstruksi sosial atas realitas sebagai grand
theory, kepercayaan politik sebagai middle theory, serta media sosial, disinformasi, dan
partisipasi politik sebagai applied theory. Penelitian ini bertujuan menganalisis
bagaimana Generasi Z mengonstruksi kepercayaan politik di tengah disinformasi politik
pasca Pemilu 2024, memahami implikasi konstruksi tersebut terhadap kehidupan dan
partisipasi politik, serta mengidentifikasi kemampuan kritis Generasi Z dalam
menghadapi informasi politik. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi
teoretis terhadap kajian political trust dan demokrasi digital sekaligus memperkaya
pemahaman empiris mengenai pembentukan kepercayaan politik generasi muda di tengah
kompleksitas informasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian in1 menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dalam
paradigma konstruktivisme. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan
memahami bagaimana Generasi Z membentuk, menafsirkan, mempertahankan, dan
mempertanyakan kepercayaan politik ketika berhadapan dengan disinformasi politik
pasca Pemilu 2024, bukan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. Aspers dan
Corte (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses iteratif untuk
memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena, sedangkan Yadav (2022)
menekankan pentingnya kesesuaian antara paradigma, pertanyaan penelitian,

pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan
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untuk menggali pengalaman mahasiswa dalam menerima, menyaring, memverifikasi
informasi politik, serta membentuk penilaian terhadap pemerintah dan institusi politik.

Desain penelitian diarahkan untuk mengkaji fenomena sosial-politik dalam
konteks alami dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan
interpretasi data. Fokus penelitian tidak hanya melihat kepercayaan politik sebagai sikap
individual, tetapi sebagai proses sosial yang terbentuk melalui interaksi, pengalaman, dan
pemaknaan terhadap informasi politik. Perspektif konstruktivisme digunakan untuk
memahami bagaimana mahasiswa mengonstruksi realitas politik berdasarkan informasi
yang diperoleh melalui media sosial. Dalam pelaksanaannya, koherensi antara landasan
epistemologis, pengumpulan data, dan strategi analisis perlu dijaga, termasuk
transparansi posisi peneliti selama proses penelitian (Olmos-Vega et al., 2022; Jamie &
Rathbone, 2022).

Penelitian dilaksanakan di International Women University (IWU) dengan subjek
mahasiswa yang termasuk dalam kelompok Generasi Z. Informan utama terdiri atas
mahasiswa aktif yang menggunakan media sosial dan mengikuti perkembangan politik,
khususnya dinamika Pemilu 2024. Selain itu, penelitian melibatkan seorang dosen ilmu
politik sebagai informan pendukung untuk memperoleh perspektif akademik mengenai
disinformasi dan kepercayaan politik. Secara keseluruhan, terdapat sembilan informan,
yaitu delapan mahasiswa dan satu dosen ilmu politik. Informan mahasiswa berasal dari
program studi [lmu Komunikasi, Ilmu Politik, Administrasi Bisnis, dan Informatika
dengan tahun angkatan 2022-2024. Keragaman tersebut dimaksudkan untuk memperoleh
variasi pengalaman dan perspektif dalam menghadapi informasi politik digital.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan
informan berdasarkan karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria
informan mahasiswa meliputi mahasiswa aktif International Women University,
termasuk Generasi Z, aktif menggunakan media sosial, serta mengikuti perkembangan
politik pasca Pemilu 2024. Sementara itu, dosen ilmu politik dipilih sebagai informan
pendukung berdasarkan kompetensi akademiknya. Ahmad dan Wilkins (2025)
menjelaskan bahwa purposive sampling dalam penelitian kualitatif harus didasarkan pada
relevansi karakteristik informan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, jumlah dan
komposisi informan ditentukan berdasarkan relevansi serta kecukupan informasi yang

diperoleh.
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Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.
Wawancara menjadi sumber data utama untuk menggali pengalaman mahasiswa dalam
memperoleh informasi politik, menemukan informasi yang dianggap tidak benar,
melakukan verifikasi, serta menentukan kredibilitas informasi. Pedoman wawancara
disusun berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori dengan bentuk semi-terstruktur
agar pembahasan tetap terarah sekaligus memberikan keleluasaan kepada informan dalam
menyampaikan pengalaman dan pandangannya. Buschle et al. (2022) menjelaskan bahwa
kualitas wawancara kualitatif sangat bergantung pada kemampuan instrumen dalam
menghasilkan narasi yang relevan dengan fenomena penelitian.

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi dan
mengonfirmasi informasi hasil wawancara. Dokumentasi mencakup catatan penelitian,
dokumen, dan materi yang relevan dengan pengalaman informan terhadap informasi
politik dan disinformasi. Penggunaan berbagai sumber data dilakukan untuk memperkuat
kredibilitas temuan melalui triangulasi. Adler (2022) menjelaskan bahwa triangulasi
sumber dan refleksivitas peneliti berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas
interpretasi. Dalam penelitian ini, informasi dari mahasiswa dibandingkan dengan
perspektif dosen ilmu politik dan dokumentasi yang relevan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan bertahap sejak proses pengumpulan
data hingga penarikan kesimpulan. Transkrip wawancara dibaca berulang untuk
memahami keseluruhan pengalaman informan, kemudian direduksi dengan memilih dan
mengelompokkan informasi sesuai fokus penelitian. Data dikategorikan ke dalam tema
penggunaan media sosial, paparan disinformasi politik, verifikasi informasi, penilaian
terhadap pemerintah, kepercayaan politik, dan partisipasi politik. Analisis tematik
digunakan untuk mengidentifikasi pola makna berdasarkan data yang diperoleh. Braun
dan Clarke (2021) menyatakan bahwa analisis tematik merupakan pendekatan fleksibel
untuk mengidentifikasi pola atau tema dalam data kualitatif yang penerapannya harus
disesuaikan dengan paradigma dan tujuan penelitian. Byrne (2022) juga menekankan
pentingnya analisis sistematis agar tema yang dihasilkan benar-benar berakar pada data.

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan secara deskriptif-interpretatif
dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan pengalaman antar-informan. Kutipan
langsung wawancara digunakan sebagai bukti empiris, sedangkan interpretasi peneliti

menghubungkan temuan dengan konsep konstruksi sosial, kepercayaan politik, media
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sosial, dan disinformasi. Perbedaan pandangan informan tetap dipertahankan untuk
menunjukkan variasi proses konstruksi kepercayaan politik. Alam (2021) dan Byrne
(2022) menegaskan bahwa analisis kualitatif tidak hanya menyajikan pernyataan
informan, tetapi juga menjelaskan pola makna yang terbentuk dari keseluruhan data.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan informasi antar-
informan, mengidentifikasi pola yang konsisten maupun kontradiktif, serta
menghubungkannya dengan rumusan masalah. Kecukupan data diperhatikan melalui
kedalaman informasi dan pengulangan tema yang muncul selama wawancara. Hennink
dan Kaiser (2022) menunjukkan bahwa penelitian kualitatif dengan populasi relatif
homogen dan tujuan terfokus dapat mencapai kecukupan informasi melalui jumlah
wawancara yang terbatas, sepanjang data yang diperoleh relevan dan mendalam.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, pengecekan interpretasi,
dokumentasi proses penelitian, dan refleksivitas peneliti. Triangulasi dilakukan dengan
membandingkan informasi mahasiswa, perspektif dosen ilmu politik, dan dokumentasi.
Adler (2022) menjelaskan bahwa trustworthiness penelitian kualitatif mencakup
kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas. Sementara itu, Olmos-
Vega et al. (2022) menekankan bahwa refleksivitas perlu dilakukan secara berkelanjutan
untuk mengenali pengaruh posisi, pengalaman, dan asumsi peneliti terhadap proses
penelitian. Dengan demikian, keterlacakan analisis dijaga mulai dari transkripsi, reduksi,
pengelompokan tema, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

Secara keseluruhan, metodologi ini dirancang untuk memahami proses konstruksi
kepercayaan politik Generasi Z melalui pengalaman menghadapi informasi dan
disinformasi politik pasca Pemilu 2024. Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif,
purposive sampling, wawancara mendalam, dokumentasi, analisis tematik, dan
triangulasi memungkinkan penelitian menjelaskan bukan hanya tingkat kepercayaan
mahasiswa terhadap pemerintah, tetapi juga proses sosial dan interpretatif yang
membentuk kepercayaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai proses konstruksi kepercayaan
politik Generasi Z di tengah disinformasi politik pasca Pemilu 2024, dampaknya terhadap
sikap dan partisipasi politik, serta keterkaitannya dengan pembentukan pola berpikir yang

kritis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan mahasiswa
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International Women University (IWU) sebagai informan utama dan satu dosen Ilmu
Politik sebagai informan pendukung. Identitas informan disamarkan menggunakan kode
untuk menjaga kerahasiaan. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan kesamaan dan
perbedaan pengalaman informan, kemudian dianalisis melalui proses pengumpulan data,
reduksi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No Kode Jenis Program Tahun Keterangan
Informan Kelamin Studi Angkatan
1 Informan1 Laki-Laki IIlmu Komunikasi 2022  Informan utama
2 Informan 2 Laki-Laki Ilmu Politik 2022  Informan utama
3 Informan 3 Perempuan [lmu Politik 2023  Informan utama
4 Informan 4 Perempuan Administrasi 2023  Informan utama
Bisnis
Informan 5 Laki-Laki Ilmu Politik 2024  Informan utama
6 Informan 6 Perempuan Administrasi 2024  Informan utama
Bisnis
7 Informan 7 Laki-Laki Informatika 2023  Informan utama

Sumber: Data penelitian, diolah dari hasil wawancara.

Berdasarkan Tabel 1, informan mahasiswa terdiri atas lima laki-laki dan tiga
perempuan. Dari sisi bidang studi, tiga informan berasal dari Ilmu Politik, dua dari
Administrasi Bisnis, dua dari Informatika, dan satu dari Ilmu Komunikasi. Komposisi
tersebut memperlihatkan bahwa fenomena konstruksi kepercayaan politik tidak hanya
dialami oleh mahasiswa yang secara langsung mempelajari politik, tetapi juga oleh
mahasiswa dari disiplin lain yang berinteraksi dengan informasi politik melalui ruang
digital. Profil informan tersebut sesuai dengan karakteristik subjek yang ditetapkan dalam
penelitian, yaitu mahasiswa Generasi Z yang aktif menggunakan media sosial dan
mengikuti perkembangan politik pasca Pemilu 2024.

Konstruksi Kepercayaan Politik Generasi Z di Tengah Disinformasi Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kepercayaan politik Generasi Z
berlangsung melalui tahapan yang relatif bertahap, yaitu paparan informasi, pemaknaan,
penyaringan, verifikasi, dan evaluasi. Media sosial menjadi pintu awal bagi sebagian
besar informan untuk mengetahui perkembangan politik setelah Pemilu 2024. Platform
yang disebutkan secara konsisten adalah TikTok, Instagram, X, YouTube, dan platform
media sosial lainnya. Media sosial diposisikan terutama sebagai sumber informasi awal,

bukan selalu sebagai sumber final untuk menentukan kebenaran suatu informasi.
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Informan 1, misalnya, mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki ketertarikan
politik yang tinggi, tetapi tetap mengikuti perkembangan politik karena merasa sebagai
mahasiswa perlu memiliki pengetahuan politik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
konsumsi informasi politik tidak selalu lahir dari ketertarikan politik yang kuat, tetapi
juga dari kesadaran sebagai mahasiswa untuk memahami lingkungan sosial dan politik.
Dalam konteks ini, media sosial menyediakan akses yang cepat dan mudah terhadap isu
politik.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa paparan informasi merupakan tahap awal
konstruksi realitas politik. Akan tetapi, paparan tidak secara otomatis menghasilkan
kepercayaan. Informan justru menunjukkan kesadaran bahwa informasi yang muncul di
media sosial dapat memiliki sumber yang tidak jelas, terpotong dari konteks, atau muncul
berulang akibat mekanisme algoritma. Informan 2 secara khusus menyatakan bahwa
perkembangan isu politik berlangsung sangat cepat sehingga pengguna harus mampu
menyaring informasi yang diterima.

“Perkembangan isu politik itu cepet banget di media sosial, apalagi karena
algoritma, jadi kita harus bisa memfilter informasi yang masuk.”

Pernyataan tersebut menjadi salah satu temuan penting karena menunjukkan bahwa
frekuensi kemunculan informasi tidak dipersepsikan sebagai indikator kebenaran.
Informan menyadari bahwa algoritma dapat menyebabkan isu tertentu tampil berulang
kali sehingga terlihat dominan dalam ruang informasi seseorang. Dengan demikian,
proses konstruksi kepercayaan berlangsung bukan sekadar melalui exposure, tetapi
melalui evaluasi terhadap bagaimana informasi tersebut diproduksi dan disebarkan.

Temuan ini sejalan dengan van Zoonen et al. (2024) yang menunjukkan bahwa
hubungan antara kepercayaan, penggunaan media sosial, dan informasi tidak sederhana.
Kepercayaan tertentu bahkan dapat meningkatkan rasa percaya diri pengguna dalam
mengenali informasi yang salah, sehingga proses autentikasi informasi tetap diperlukan.
Studi tersebut menekankan pentingnya berpikir kritis dan literasi media dalam mencegah
penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Pengalaman informan juga menunjukkan bahwa disinformasi masih menjadi
bagian dari lingkungan politik pasca Pemilu 2024. Informan 6 menggambarkan situasi

setelah pemilu dengan istilah “drama, fitnah, hoaks, sama buzzer”, yang menunjukkan
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bahwa pengalaman langsung terhadap informasi bermasalah menjadi bagian dari proses
pembentukan sikap kritis terhadap informasi politik.

Informan tidak berhenti pada kesadaran bahwa disinformasi ada, tetapi
mengembangkan praktik pengecekan silang. Informan 4 menjelaskan bahwa informasi
yang diperoleh melalui Instagram atau TikTok biasanya diperiksa kembali melalui portal
berita. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai sumber awal untuk menemukan
isu, sedangkan sumber lain digunakan sebagai sarana validasi.

“Biasanya kalau dapat informasi dari Instagram atau TikTok, aku cek lagi ke portal
berita.”

Pola tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan politik Generasi Z dalam penelitian
ini cenderung bersifat selektif dan evaluatif. Informasi tidak diterima hanya karena
berasal dari media sosial, memiliki banyak interaksi, atau menjadi viral. Informasi yang
lebih dipercaya adalah informasi yang memiliki sumber jelas, dapat dibandingkan dengan
sumber lain, dan memiliki konteks yang lebih lengkap. Hasil keseluruhan wawancara
memperlihatkan empat kecenderungan utama, yaitu media sosial sebagai sumber
informasi, kesadaran terhadap keberadaan disinformasi, praktik penyaringan dan
verifikasi, serta preferensi terhadap informasi yang memiliki sumber dan konteks yang
jelas.

Temuan ini juga konsisten dengan Zhang et al. (2023), yang menunjukkan bahwa
konsumsi berita melalui jaringan sosial personal memiliki hubungan dengan kepercayaan
politik anak muda. Artinya, lingkungan sosial dan saluran informasi yang digunakan
individu dapat berperan dalam pembentukan kepercayaan. Namun, penelitian ini
menunjukkan tambahan penting bahwa mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh sumber
informasi, melainkan secara aktif melakukan evaluasi terhadap sumber tersebut.

Pada konteks Pemilu 2024 Indonesia, temuan ini menjadi relevan karena penelitian
Subekti et al. (2025) menunjukkan bahwa media sosial menjadi saluran penting
penyebaran disinformasi selama kontestasi Pemilu 2024, termasuk melalui serangan
terhadap karakter kandidat dan isu politik pada platform seperti Facebook, YouTube, dan
TikTok. Dengan demikian, pengalaman mahasiswa IWU berlangsung dalam ekosistem
informasi politik yang memang memiliki karakter intensif, cepat, visual, dan rentan

terhadap narasi yang tidak terverifikasi.
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Informan 9 sebagai dosen Ilmu Polittk memperkuat temuan mahasiswa.
Menurutnya, intensitas disinformasi memang menurun dibandingkan masa kampanye,
tetapi penyebarannya masih berlangsung setelah pemilu melalui YouTube, Facebook,
TikTok, dan X. Konten politik yang singkat dan emosional dinilai masih menjadi
karakteristik penting dalam lingkungan informasi pasca pemilu.

“Kalau dibandingkan dengan masa kampanye, intensitasnya memang menurun, tapi
setelah pemilu masih tetap ada.”

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa proses pembentukan kepercayaan politik
Generasi Z berlangsung dalam lingkungan informasi yang tidak sepenuhnya stabil. Hal
ini mendukung pandangan bahwa kepercayaan politik bukan sikap yang sepenuhnya
statis. Devine dan Valgardsson (2024), berdasarkan enam studi panel di lima negara,
menunjukkan bahwa kepercayaan politik relatif stabil dalam jangka panjang, tetapi tetap
memiliki potensi mengalami perubahan dalam jangka pendek sebagai respons terhadap
konteks politik. Dalam konteks penelitian ini, paparan terhadap disinformasi dan
pengalaman melakukan verifikasi menjadi bagian dari proses evaluasi yang dapat
memengaruhi cara mahasiswa memberikan kepercayaan.

Dampak Disinformasi terhadap Kepercayaan dan Partisipasi Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak disinformasi terhadap Generasi Z
bersifat dua arah. Di satu sisi, disinformasi dapat menimbulkan keraguan,
ketidakpercayaan, kejenuhan, dan kecenderungan menjauh dari isu politik. Di sisi lain,
pengalaman menghadapi disinformasi dapat meningkatkan kehati-hatian, mendorong
verifikasi, dan menghasilkan keterlibatan politik yang lebih selektif.

Perubahan paling jelas terlihat pada cara informan memperlakukan informasi.
Informasi yang muncul di media sosial tidak lagi diterima secara langsung sebagai dasar
pembentukan sikap. Informan cenderung memeriksa kembali informasi yang dianggap
meragukan, membandingkannya dengan sumber lain, dan mempertimbangkan konteks
informasi sebelum memberikan kepercayaan. Informan 4, misalnya, secara konsisten
menggunakan mekanisme cross-check antara media sosial dan portal berita.

Temuan mengenai dampak ganda tersebut penting karena penelitian ini tidak
menemukan bahwa disinformasi secara otomatis menyebabkan hilangnya kepercayaan

politik. Informan 5 secara eksplisit menyatakan bahwa setelah Pemilu 2024 dirinya
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menjadi lebih berhati-hati dalam mempercayai informasi politik, tetapi kehati-hatian
tersebut tidak berarti hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

“Kalau dibandingkan sebelum pemilu 2024, sekarang saya menjadi lebih berhati-
hati dalam mempercayai informasi politik. Bukan berarti saya tidak percaya kepada
pemerintah, tetapi saya lebih kritis dalam melihat suatu isu.”

Temuan tersebut menunjukkan pergeseran dari kepercayaan langsung menuju
kepercayaan bersyarat dan evaluatif. Mahasiswa tetap dapat memberikan kepercayaan
kepada pemerintah, tetapi kepercayaan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap
informasi, kinerja, dan tindakan nyata. Pola ini memperlihatkan bahwa sikap kritis tidak
identik dengan ketidakpercayaan total.

Secara konseptual, hasil tersebut sejalan dengan Devine (2024), yang menunjukkan
bahwa kepercayaan politik memiliki hubungan dengan berbagai bentuk perilaku politik,
termasuk partisipasi elektoral, tetapi hubungan tersebut relatif kecil hingga moderat dan
bergantung pada konteks. Sementara itu, Su dan Xiao (2022) menunjukkan bahwa
hubungan antara penggunaan media sosial politik, diskusi politik, kepercayaan politik,
dan keterlibatan kewargaan dapat berbeda menurut konteks sosial-politik. Hal tersebut
mendukung temuan penelitian ini bahwa paparan disinformasi tidak menghasilkan
respons tunggal.

Dalam penelitian ini, partisipasi politik Generasi Z tidak hanya dipahami melalui
aktivitas formal seperti pemilu, tetapi juga melalui perhatian terhadap isu politik,
pencarian informasi, pemantauan kebijakan pemerintah, pembentukan pendapat, dan
penentuan sikap politik. Informan 1 menunjukkan bahwa meskipun ketertarikannya
terhadap politik relatif rendah, ia tetap merasa perlu “melek politik™. Di sisi lain, informan
6 mengungkapkan bahwa banyaknya isu politik yang beredar dapat menurunkan
kepercayaan kepada pemerintah sekaligus mengurangi keinginannya untuk
berpartisipasi.

Dengan demikian, penelitian menemukan dua kemungkinan jalur. Jalur pertama
terjadi ketika disinformasi diterima tanpa verifikasi sehingga menghasilkan kebingungan,
ketidakpercayaan, kejenuhan, dan kemungkinan penarikan diri dari isu politik. Jalur
kedua terjadi ketika individu mengenali disinformasi dan melakukan verifikasi sehingga
tetap terlibat dalam politik, tetapi dengan pola yang lebih kritis dan selektif. Dalam

pengalaman informan penelitian, jalur kedua lebih dominan.
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Temuan ini memberikan nuansa terhadap studi Mont'Alverne et al. (2024) yang
menunjukkan bahwa konsumsi berita dan kepercayaan terhadap institusi berita
berhubungan dengan keyakinan terhadap misinformasi elektoral, sementara keyakinan
terhadap misinformasi elektoral pada gilirannya dapat melemahkan kepercayaan terhadap
institusi berita. Dengan kata lain, hubungan antara disinformasi dan kepercayaan bersifat
timbal balik dan tidak linear. Penelitian pada mahasiswa IWU memperlihatkan bahwa
pengalaman menghadapi disinformasi juga dapat memunculkan respons adaptif berupa
peningkatan kehati-hatian.

Hasil ini juga dapat dikaitkan dengan penelitian Stachofsky et al. (2023), yang
menemukan bahwa jenis berita yang dikonsumsi dan afiliasi politik memengaruhi
persepsi terhadap proses pemilu. t Sementara itu, Mari et al. (2022) menunjukkan bahwa
keyakinan konspiratif dapat berhubungan negatif dengan kepercayaan institusional, tetapi
penggunaan media sosial secara aktif dapat mengurangi sebagian dampak negatif
tersebut. Kedua penelitian tersebut memperkuat temuan bahwa kualitas informasi dan
cara individu berinteraksi dengan informasi menjadi faktor penting dalam menentukan
apakah paparan informasi menghasilkan ketidakpercayaan atau keterlibatan yang lebih
kritis.

Konstruksi Kepercayaan Politik dalam Perspektif Konstruksi Sosial

Jika dilihat melalui teori konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luckmann yang
digunakan dalam penelitian, temuan lapangan memperlihatkan adanya tiga proses yang
saling berkaitan. Eksternalisasi terlihat ketika mahasiswa berinteraksi dengan informasi
politik melalui media sosial, mengikuti isu politik, membaca konten, serta memberikan
respons terhadap isu yang berkembang. Objektivasi muncul ketika narasi politik yang
berulang memperoleh posisi penting dalam lingkungan informasi dan mulai dipandang
sebagai gambaran mengenai realitas politik. Selanjutnya, internalisasi berlangsung ketika
mahasiswa mengolah informasi tersebut menjadi persepsi dan keyakinan pribadi
mengenai pemerintah, aktor politik, maupun sistem politik. Kerangka tersebut memang
telah dirumuskan dalam tesis sebagai dasar untuk memahami proses konstruksi
kepercayaan politik Generasi Z.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tersebut tidak berlangsung
secara pasif. Mahasiswa dapat menolak informasi yang dianggap meragukan,

membandingkan sumber, dan mengevaluasi kembali pemahaman yang telah terbentuk.
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Dengan demikian, internalisasi tidak selalu berarti menerima realitas yang ditawarkan
oleh lingkungan digital secara utuh. Individu dapat melakukan negosiasi makna sebelum
menjadikan informasi sebagai dasar kepercayaan politik.

Hal tersebut penting dalam konteks media sosial karena viralitas suatu informasi
tidak selalu identik dengan validitasnya. Hunter (2023) menunjukkan bahwa hubungan
antara media sosial, disinformasi, dan demokrasi memiliki konsekuensi yang kompleks
dan perlu dilihat berdasarkan tipe penggunaan media sosial serta konteks politik. Dalam
konteks Indonesia, Susilo et al. (2024) juga menunjukkan pentingnya TikTok dalam
komunikasi politik Pemilu 2024, memperlihatkan bahwa platform digital telah menjadi
bagian penting dari lingkungan politik kontemporer Indonesia.

Konstruksi Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Evaluasi Kinerja

Temuan lain menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tidak semata-
mata dibangun berdasarkan informasi mengenai tokoh politik. Informan juga
memperhatikan tindakan, kebijakan, dan dampak kebijakan pemerintah terhadap
masyarakat. Informan 4 menyatakan bahwa dirinya memantau perkembangan politik
melalui media sosial, kemudian melakukan cross-check melalui portal berita dan
memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan yang dampaknya dirasakan
masyarakat.

Informan 6 juga menegaskan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah perlu dilihat
dari kesesuaian antara janji politik dan tindakan setelah memperoleh jabatan. Dengan
demikian, konstruksi kepercayaan tidak hanya bergantung pada narasi politik yang
beredar, tetapi juga pada evaluasi terhadap realitas empiris pemerintahan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kepercayaan politik Generasi Z dalam
penelitian ini memiliki karakter kritis, selektif, dan evaluatif. Kepercayaan tidak hilang
hanya karena terdapat disinformasi, tetapi menjadi lebih bersyarat: informasi harus
diperiksa, sumber harus dipertimbangkan, konteks harus dipahami, dan kinerja
pemerintah harus dievaluasi. Temuan tersebut juga sejalan dengan Gvozdanovi¢ dan
Stanojevi¢ (2026), yang menunjukkan bahwa kualitas kinerja institusi dan kepuasan
terhadap demokrasi merupakan faktor penting dalam pembentukan kepercayaan politik
generasi muda.

Kontribusi terhadap Pola Berpikir Entrepreneur Generasi Z

402 JCHI - Vol. 2 No. 2 Tahun 2026



Meskipun bukan fokus utama judul artikel, penelitian juga menemukan implikasi
tambahan bahwa proses menghadapi disinformasi berhubungan dengan pembentukan
kemampuan yang relevan dengan visi entrepreneur IWU. Temuan tersebut terutama
berupa kemampuan menganalisis informasi, melakukan verifikasi, melihat persoalan dari
berbagai perspektif, mempertimbangkan risiko, dan mengambil keputusan berdasarkan
data dan fakta. Informan 5 secara eksplisit mengaitkan sikap kritis dalam menghadapi
informasi politik dengan kebutuhan untuk menganalisis informasi dan mengambil
keputusan dalam dunia kerja maupun bisnis.

Informan 7 juga menekankan bahwa sikap kritis tidak sekadar keberanian
menyampaikan pendapat, tetapi membutuhkan penilaian yang objektif dan berimbang
dari berbagai sudut pandang. Sementara itu, informan 6 mengaitkan kemampuan
menyaring informasi dengan tanggung jawab mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat
agar tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Dengan demikian, pengalaman menghadapi disinformasi tidak hanya menghasilkan
respons politik, tetapi juga membentuk pola pengambilan keputusan yang lebih berhati-
hati. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sikap kritis memiliki sisi
ganda. Informan 4 mengungkapkan bahwa pengalaman menghadapi hoaks membuat
dirinya lebih kritis dan tidak mudah dibohongi, tetapi banyaknya informasi yang simpang
siur juga dapat menyebabkan kejenuhan dan keengganan untuk membicarakan politik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dapat diringkas dalam sebuah alur proses
bahwa paparan informasi digital — interaksi dan pemaknaan — penyaringan dan
verifikasi — evaluasi informasi dan kinerja politik — konstruksi kepercayaan — pola
partisipasi politik. Disinformasi berada di sepanjang proses tersebut sebagai kondisi yang
dapat mengganggu pembentukan kepercayaan, tetapi sekaligus dapat memicu mekanisme
pertahanan berupa verifikasi dan berpikir kritis.

Dengan demikian, temuan penelitian menegaskan bahwa Generasi Z di
International Women University tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai kelompok
yang rentan terhadap disinformasi. Mereka memang berada dalam lingkungan informasi
yang intensif dan berisiko, tetapi sebagian besar informan menunjukkan kapasitas untuk
melakukan verifikasi dan evaluasi. Posisi tersebut menghasilkan bentuk kepercayaan
politik yang lebih bersyarat: kepercayaan diberikan ketika informasi dinilai memiliki

dasar yang memadai dan ketika tindakan politik pemerintah dianggap sesuai dengan
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harapan publik. Pada saat yang sama, disinformasi yang terus-menerus dapat
menimbulkan keraguan dan kejenuhan yang berpotensi mengurangi partisipasi politik.
Dengan kata lain, tantangan utama bukan hanya keberadaan disinformasi, tetapi
kemampuan individu mengubah paparan informasi menjadi pengetahuan yang telah
diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar membentuk kepercayaan dan tindakan
politik.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan politik Generasi Z di
International Women University (IWU) tidak terbentuk secara langsung dari informasi
politik yang diterima, tetapi melalui proses penerimaan, pemaknaan, penyaringan,
verifikasi, dan evaluasi. Media sosial menjadi sumber awal informasi politik, tetapi
mahasiswa tidak sepenuhnya menerima informasi tersebut secara pasif. Mereka
membandingkan sumber, memeriksa konteks, dan mempertimbangkan kinerja serta
kebijakan pemerintah sebelum membentuk penilaian politik. Dengan demikian,
disinformasi tidak selalu menghilangkan kepercayaan politik, tetapi mengubah cara
Generasi Z memberikan dan mempertahankan kepercayaan.

Bagi pemerintah, peningkatan political trust perlu dilakukan melalui keterbukaan,
transparansi, akuntabilitas, dan penyediaan informasi publik yang akurat serta mudah
diverifikasi. Informasi resmi yang jelas dapat mengurangi ruang berkembangnya
disinformasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

Bagi Generasi Z, pengalaman menghadapi disinformasi dapat menjadi sarana untuk
mengembangkan ~ kemampuan  berpikir  kritis, = membandingkan  sumber,
mempertimbangkan bukti, dan mengambil keputusan secara lebih rasional. Kemampuan
tersebut juga memiliki relevansi dengan pengembangan kapasitas akademik, profesional,
dan kewirausahaan. Namun, hubungan dengan kewirausahaan dalam penelitian ini
sebaiknya dipahami sebagai implikasi potensial, bukan hubungan kausal yang telah
terbukti.

Keterbatasan dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif
dengan informan yang berasal dari satu perguruan tinggi. Oleh karena itu, temuan tidak
dapat digeneralisasi secara statistik kepada seluruh Generasi Z di Indonesia. Data juga

bergantung pada pengalaman dan kemampuan informan dalam mengingat serta
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menjelaskan pengalaman mereka menghadapi disinformasi. Selain itu, penelitian bersifat
potret pada periode pasca Pemilu 2024 sehingga belum menjelaskan perubahan political
trust dalam jangka panjang.

Penelitian selanjutnya dapat melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi
dan wilayah, menggunakan pendekatan mixed methods, serta melakukan penelitian
longitudinal untuk melihat perubahan political trust dari waktu ke waktu. Penelitian
berikutnya juga dapat membandingkan karakteristik berbagai platform seperti TikTok,
Instagram, X, YouTube, dan Facebook, serta menguji pengaruh tingkat literasi digital,
intensitas konsumsi media, orientasi politik, dan karakteristik informasi terhadap
pembentukan kepercayaan politik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa disinformasi politik tidak
secara otomatis menghancurkan kepercayaan politik Generasi Z. Dampaknya bergantung
pada bagaimana informasi diproses. Disinformasi yang diterima tanpa verifikasi dapat
menghasilkan keraguan, skeptisisme, penurunan kepercayaan, dan apatisme. Sebaliknya,
disinformasi yang dihadapi melalui proses verifikasi dan evaluasi dapat mendorong
terbentuknya kepercayaan yang lebih kritis, selektif, dan evaluatif. Dengan demikian,
kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Generasi Z bukan hanya
objek yang rentan terhadap disinformasi, tetapi juga aktor yang mampu melakukan
negosiasi makna dan membangun kembali kepercayaan politik berdasarkan sumber,
konteks, bukti, dan kinerja pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi kepercayaan politik Generasi Z di
International Women University terbentuk melalui proses penerimaan, pemaknaan,
penyaringan, verifikasi, dan evaluasi terhadap informasi politik, terutama yang diperoleh
melalui media sosial. Kepercayaan terhadap pemerintah tidak hanya ditentukan oleh
informasi yang beredar, tetapi juga oleh penilaian terhadap sumber informasi, kesesuaian
dengan fakta, kinerja, transparansi, dan kebijakan pemerintah. Disinformasi dapat
menimbulkan keraguan dan skeptisisme apabila diterima tanpa verifikasi, tetapi juga
dapat mendorong Generasi Z menjadi lebih kritis dan selektif. Dampaknya terhadap
partisipasi politik bersifat beragam, yaitu dapat mendorong keterlibatan politik yang lebih
kritis, tetapi juga berpotensi menimbulkan apatisme ketika ketidakpercayaan berkembang

secara berlebihan.
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Konstruksi kepercayaan politik tersebut juga berkontribusi terhadap penguatan visi
entrepreneur Generasi Z melalui berkembangnya kemampuan berpikir kritis,
memverifikasi informasi, membandingkan sumber, mempertimbangkan fakta, dan
mengambil keputusan secara lebih hati-hati. Dengan demikian, kepercayaan politik
Generasi Z pasca Pemilu 2024 cenderung bersifat kritis, selektif, dan evaluatif, bukan
sekadar percaya atau tidak percaya. Pengalaman menghadapi disinformasi menjadi faktor
yang dapat menentukan apakah Generasi Z mengalami penurunan kepercayaan dan
penarikan diri dari politik atau justru membangun keterlibatan politik yang lebih selektif
serta kemampuan analitis yang relevan dengan karakter entrepreneur.
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